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Editorial

Reformasi  hukum  bukan  sekedar
reformasi  substansi  hukumnya  melainkan
reformasi  orientasi dan  milai-milai  yang
melandasi aturan hukum tersebut, oleh kurena
itu reformasi hukum harus digritkan sebaga
mengadopsi nilat-nilai hukum yang baru sebagai
akibat perubahan nilai-nilar hidup masyarakat
dan setelah masyrakat berubuh  diperlukan
kembali peranan hukum untuk menseimbanghkan
kepentingan-kepentingan yang ada dan hickrem
harus dapat menetapkan sistem alokasi agar
kehidupan sosial tetap terpelihara.

Edisi kali ini Perspekty menampilkan
tema-tema penting dan perlu untuk memenuhi
kebutuhan diantaranya: Pemberdayaan Hukum
Dalam Rangka Mewwjudkan Indonesia Sebagat
Negara Hukum, Hubungan Memorandum Dan
Sidang Istimewa, Analisa Yuridis Prosedur
Memorandum, Penerapan Azas Self Assesment
Dalam Sistem Perpajakan (Neh Konsultan
FPajak, Masalah Sekitar Penerapan Act of State
Doctrine Oleh Pejabat Negara, Beberapa Aspek
Reservasi Perjanfian Internasional yang ditutup
dengan Kajian Hukum Demokrasi dan HAM.

Redaksi  mengucapkan  terima  kasth
kepada penulis dan  kepada pembacanya
diharapkan adanya umpan balik dan kritik untuk
mendapatkan karya tulis yang beraras finggt
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